PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jalan Pemuda Raya No. 01, Cirebon 45132 Telepon (0231) 235 - 610
Email dpmptsp@cirebonkota.go.id Website dpmptsp.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KOTA CIREBON
Nomor: 013 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

[—

KOTA CIREBON

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1
Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cirebon;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2
Tahun 2026 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan;
bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur
Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota
Cirebon;

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha dan
Nonperizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon sebagaimana dalam Diktum
KESATU sebanyak 15 (Lima Belas) Standa Operasional Prosedur;

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dalam Diktum KEDUA
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta
menyamakan gerak langkah aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Cirebon;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan keputusan
akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 22 Juni 2026

Plt.Kepala Diras Rer




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

JI. Pemuda Raya Nomor 01 Telp. (0231) 235610 Cirebon 45132
Email: dpmptsp@cirebonkota.qo.id, Website: hitps://dpmptsp.cirebonkota.qo.id/



LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

NOMOR
TENTANG

000.8.3.3/001-PLPM/2026
PENETAPAN

STANDAR  OPERASIONAL

PROSEDUR

PENERBITAN NIB DAN SERTIFIKAT STANDAR PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA CIREBON TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN
. ]
Nomor 000.8.3.3/001-PLPM/2026
STANDAR Revisi Ke- 01
OPERASIONAL
Tanggal 2
PROSEDUR Penbuaion 25 Mei 2026
Tanggal
Efektif 01 Juli 2026
DINAS PENANAMAN MODAL PESIER&LAN
DAN PELAYANAN TERPADU SERTIFIKAT Halaman 1 dari 2
SATU PINTU KOTA CIREBON STANDAR/IZIN
PENGESAHAN
Disiaplgan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh __
[d

/

Soleh Mustofa S.Sos_—1" Icip Suryadi S.Sos.,

Icip Suryadi S.Sos., MM.

Kepala Bidang Pelayanan
Penanaman Modal

Sekretaris Dinas

Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu

Plt. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 22 Juni 2026
STATUS REVISI
No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh Tanggal
01 Perubahan Alur Proses dan Dasar

Hukum Menjadi PP No.28 Tahun 2025




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
™MAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON
| Nomor | 000.8.3.3/001-PLPM/2026
| Revisi Ke- 01
{ Tanggal Efekiif 01 Juli 2026
Halaman i
Disahkan Oleh

|
|
|
|
|
|
|
|

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU

g Gop ENERBBWIF!KAT

PINTU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI
PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 1. Sarjana (S1) atau
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sederajat;
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 2. Menguasai
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perngoperasian
tentang Pemerintahan Daerah; Komputer;

2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 3. Memahami alur dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 prosedur perizinan;
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4. Memahami  Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perundang-undangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; yang berlaku mengenai

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan;
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Berorientasi pelayanan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 publik.

Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah Kota Cirebon;

9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Piniu;

10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;

11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETERKAITAN PERALATAN
1. SOP Penerbitan PBUMKU 1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.
PERINGATAN PENDATAAN

1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan pengaduan Waktu penyelsaian sesuai
akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang dengan jenis perizinan
— undangan; berusaha yang dimohon,

2. Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur Pengaduan berdasarkan ketentuan
tidak akan berjalan. peraturan perundang-

undangan.
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

NOMOR : 000.8.3.3/002-PLPM/2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN
REKLAME PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 000.8.3.3/002-PLPM/2026 !
STANDAR Revisi Ke- | - %
OPERASIONAL
Tanggal g
PROSEDUR Poniestan 25 Mei 2026 !
Tanggal
Efektif 01 Juli 2026
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU PEF',"BEl?&'(LAN Halaman | 1 dari 2
SATU PINTU KOTA CIREBON
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

|

Soleh Mustofa S.Sos. ~~Icip Suryadi S.Sos., MM~ Tcip Suryadi S.Sos., MM.

Sekretaris Dinas Pit. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 22 Juni 2026
STATUS REVISI

No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh Tanggal




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON
Nomor 000.8.3.3/002-PLPM/2026
Revisi Ke -
Tanggal Efektif | 01 Juli 2026
Halaman

Disahkan Oleh

2 dari 2 .

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

10.

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang'

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |

Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023
tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

dan

1. Sarjana (S1) atau
sederajat;

2. Menguasai perngoperasian
Komputer;

3. Memahami alur
prosedur perizinn;

4. Memahami Peraturan
Perundang-undangan yang
berlaku mengenai
perizinan;

5. Berorientasi
publik.

dan

pelayanan

KETERKAITAN

PERALATAN

SOP Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar

1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.

PERINGATAN PENDATAAN
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan Waktu penyelsaian sesuai
| pengaduan akan terhambat dan tidak sesuai dengan dengan jenis perizinan
peraturan perundang — undangan; berusaha yang dimachon,
2. Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur berdasarkan ketentuan
Pengaduan tidak akan berjalan. peraturan perundang-

undangan.
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LAMPIRAN Il

NOMOR
TENTANG

TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

000.8.3.3/003-PLPM/2026
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN
REKLAME PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 000.8.3.3/003-PLPM/2026
STANDAR Revisi Ke- | 01
OPERASIONAL
Tanggal h
PROSEDUR Pernbrritiay 25 Mei 2026
Tanggal
Efektif 01 Juhi 2026
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU | >t NEROUEE | Halaman | 1 dari 2
SATU PINTU KOTA CIREBON
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

|

_~

Soleh Mustofa S.Sos=|

" Icip Suryadi S.Sos.

Icip Suryadi S.Sos., MM.

Kepala Bidang Pelayanan
Penanaman Modal

Sekretaris Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu

Pit. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 22 Juni 2026
STATUS REVISI
No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh | Tanggal
01 Perubahan Alur Proses dan Dasar

Hukum




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON
Nomor 000.8.3.3/003-PLPM/2026
Revisi Ke- 01
Tanggal Efekiif | 01 Juli 2026
Halaman i

Disahkan Oleh

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

Nama SOP

SATU PINTU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2016 Tentang Ketentuan Umum da Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang
Penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan Gedung dan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekironik;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Reklame;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2022
Tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Cirebon

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cirebon;
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu Kota Cirebon;

Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 503/Kep.120-
DPMPTSP/2017 Tentang Pembentukan TimTeknis Perizinan
dan Non Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cirebon.

3. Memahami

5. Berorientasi

1. Sarjana (s1) atau
sederajat;

2. Menguasai
perngoperasian
Komputer;

alur dan
prosedur perizinan;

4. Memahami Peraturan
Perundang-undangan
yang berlaku mengenai
perizinan;

pelayanan

publik.

KETERKAITAN

PERALATAN

1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.

PERINGATAN

PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan pengaduan
akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang
— undangan;

Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur Pengaduan
tidak akan berjalan.

Waktu penyelsaian sesuai
dengan  jenis perizinan
berusaha yang dimohon,
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

NOMOR : 000.8.3.3/004-PLPM/2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN
TRAYEK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA CIREBON TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 000.8.3.3/004-PLPM/2026
STANDAR Revisi Ke- | 01
OPERASIONAL
Tanggal 3
PROSEDUR Pembarbn 25 Mei 2026
Tanggal :
Efektif 01 Juli 2026
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU | PENERBIAN | palaman | 1 dari 2
SATU PINTU KOTA CIREBON
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh .

Soleh Mustofa S.Sos. | {cip-Suryadi S.Sos., MM Icip Suryadi S.Sos., MM.

=

Sekretaris Dinas ~ Plt. Kepala Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 22 Juni 2026
STATUS REVISI

No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh | Tanggal

01 Perubahan Alur Proses dan Dasar

Hukum




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON

Nomor 000.8.3.3/004-PL PM/2026
Revisi Ke- o1
Tanggal Efektif | 01 Juli 2026
Halaman
Disahkan Oleh

DINAS PENANAMAN MODAL DAN P
Nama SOP d

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi
Daerah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu
Lintas dan Angkutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23
Tahun 2018 Tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online Pada
Direktorat Jendral Perhubungan Darat;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian
Urusan Pemerintahan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah
Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Lalu Lintas dan
Angkatan Jalan;

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
Perwal 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Terpadu
Satu Pintu di Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koia
Cirebon;

Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 503/Kep.120-DPMPTSP/2017
Tentang Pembentukam TimTeknis Perizinan dan Non Perizinan pada
Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

1. Sarjana (S1) atau sederajat;

2. Menguasai pemgoperasian
Komputer,

3. Memahami alur
prosedur perizinan;

4. Memahami Peraturan
Perundang-undangan yang
beriaku mengenal perizinan,

5. Berorientasi pelayanan
publik.

dan

KETERKAITAN

PERALATAN

1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.

PERINGATAN

PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan pengaduan akan
terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang — undangan;
Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur Pengaduan tidak
akan berjalan.

sesuai
perizinan
dimohon,
ketentuan
perundang-

Wakiu  penyelsaian
dengan jenis
berusaha  yang
berdasarkan
peraturan
undangan.
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LAMPIRAN V

NOMOR
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

000.8.3.3/005-PLPM/2026

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT
TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT) PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON TAHUN
2026

LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 000.8.3.3/005-PLPM/2026
STANDAR | RevisiKe- | 01
OPERASIONAL
Tanggal .
PROSEDUR | porre. | 25 Mei 2026
Tanggal
g 01 Juli 2026
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU PENSEﬁﬂTAN Halaman | 1 dari2
SATU PINTU KOTA CIREBON
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

~

Soleh Mustofa S.So0

" Icip Suryadi S.Sos.,

Icip Suryadi S.Sos., MM.

Kepala Bidang Pelayanan
Penanaman Modal

Sekretaris Dinas

Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu

Plt. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 22 Juni 2026
STATUS REVISI
No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh Tanggal
01 Perubahan Alur Proses dan Dasar

Hukum




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON
Nomor 000.8.3.3/005-PLPM/2026
Revisi Ke- 01
Tanggal Efektif | 01 Juli 2026
Halaman 2dari2

| Disahkan Oleh

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU | Nama SOP
SATU PINTU
KUALIFIKASI
DASAR HUKUM PELAKSANA
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang [1. Sarjana (S1) atau
Pemerintah Daerah; sederajat;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang ‘2. Menguasai
Kesehatan; ' perngoperasian
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Komputer;
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 3. Memahami alur dan
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; prosedur perizinan;

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026
tentang Pengelolaan Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016

4. Memahami Peraturan
Perundang-undangan
yang berlaku mengenai

tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; perizinan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 5. Berorientasi pelayanan
tentang Registrasi Obat Tradisional. publik.
KETERKAITAN PERALATAN
1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.
PERINGATAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan
pengaduan akan terhambat dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang — undangan;

Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur
Pengaduan tidak akan berjalan.

Waktu penyelsaian sesuai
dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon,
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

NOMOR : 000.8.3.3/006-PLPM/2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN KKKPR
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA CIREBON TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 000.8.3.3/006-PLPM/2026
STANDAR
OPERASIONAL | Revisi Ke- | -
PROSEDUR  p—
Pembuatan | 22 Mei 2026
Tanggal :
Efektif 01 Juli 2026
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU PEi;il;a(ggAN Halaman 1 dari 2
| SATU PINTU KOTA CIREBON
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

Soleh Mustofa S.Sos<—{ Icip Suryadi S.Sos., MM—¢ip Suryadi S.Sos., MM.

Sekretaris Dinas Pit. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 22 Juni 2026
STATUS REVISI

No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh Tanggal




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON
Nomor 000.8.3.3/006-PLPM/2026
Revisi Ke- -
Tanggal Efektif | 01 Juli 2026
Halaman i

Disahkan Oleh

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU | Nama SOP
SATU PINTU
KUALIFIKASI

DASAR HUKUM PELAKSANA
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 1. Sarjana (S1) atau
Ruang; sederajat;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 2. Menguasai
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- pemgoperasian
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Komputer;
menjadi Undang-Undang; 3. Memahami alur dan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang prosedur perizinan;

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronasi Program
Pemanfaatan Ruang;

Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 76 Tahun
2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021-
2041;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon
Tahun 2011- 2031;

Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKPR Non-Elektronik

4. Memahami Peraturan
Perundang-undangan
yang beriaku mengenai
perizinan;

5. Berorientasi pelayanan
publik.

Nomor 13/Juknis-PF.01/X11/2023  Tanggal 21
Desember 2023.
KETERKAITAN PERALATAN
1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.
PERINGATAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan
pengaduan akan terhambat dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang — undangan;

Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur
Pengaduan tidak akan berjalan.

Wakiu penyelsaian sesuai
dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon,
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON
NOMOR 000.8.3.3/007-PLPM/2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJASAMA
LAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON TAHUN 2026
LEMBAR PENGESAHAN
| Nomor 000.8.3.3/007-PLPM/2026
|  STANDAR | RevisiKe- |-
| OPERASIONAL |—
! nggal i 07
| PROSEDUR | 2n992 | 25 Mei 2026
Tanggal 3
f g 01 Juii 2026
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU KEE:('Q‘:"{‘A:‘:A Halaman | 1 dari 2
SATU PINTU KOTA CIREBON
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

o
“Icip Suryadi S.Sos., MW,

Sekretaris Dinas

Soleh Mustofa S.Sos~ Icip Suryadi S.Sos., MM.

Pit. Kepala Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 22 Juni 2026
STATUS REVISI
No. Revisi Keterangan Revisi ' Disetujui Oleh Tanggal




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON
Nomor 000.8.3.3/007-PLPM/2026
Revisi Ke- -
Tanggal Efektif | 01 Juli 2026
Halaman
Disahkan Oleh

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU | Nama SOP <
SATU PINTU -
KUALIFIKASI
DASAR HUKUM PELAKSANA
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 1. Sarjana (S1) atau
Pelayanan Publik; sederajat;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 2. Memahami alur dan
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- prosedur perizinan;
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 3. Memahami Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perundang-undangan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon;

Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 31 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cirebon Nomor 98
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

yang berlaku mengenai
perizinan;

4. Berorientasi pelayanan
publik.

KETERKAITAN PERALATAN
1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.
PERINGATAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan
pengaduan akan terhambat dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang — undangan;

Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur
Pengaduan tidak akan berjalan.

Wakiu penyelsaian sesuai
dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon,
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN VIl : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

NOMOR : 000.8.3.3/008-PLPM/2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PBG
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA CIREBON TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 000.8.3.3/008-PLPM/2026
STANDAR Revisi Ke- | 01
OPERASIONAL
Tanggal ;
PROSEDUR Pembuatan 25 Mei 2026
Tanggal .
Efektif 01 Juli 2026
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU | FoNCRBITAN | Halaman | 1 dari 2
SATU PINTU KOTA CIREBON
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

Soleh Mustofa S.Sos. _,;denp—slzryaurss@mftarﬁuryadi S.Sos., MM.

Sekretaris Dinas™ Plt. Kepala Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 | 22 Juni 2026
STATUS REVISI

No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh | Tanggal

01 Perubahan Alur Proses dan Dasar

Hukum




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON
Nomor 000.8.3.3/008-PLPM/2026
Revisi Ke- .
Tanggal Efektit | 01 Juli 2026 -
Halaman 2 dan 2 TS
Pit. Kepala Dirjas mam
> [comnapmio m]_< Disahkan Oleh ' 7

—

s R0S., WVl
P10 7004404005058 1008

& 5 ;

10.

1.

12,

13.

2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 |

tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Ketentraman Masyarakat;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2022
tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023
tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 503/Kep.120-
DPMPTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis
Perizinan dan Nonperizinan Pada Unit Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Umum dan |

DINAS PENANAMAN MODAL - N x N\DP PN
DAN PELAYANAN TERPADU | Nama SOP PE@GT
SATU PINTU
KUALIFIKASI
DASAR HUKUM L PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang | 1. Sarjana (S1) atau
Bangunan Gedung; sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 2. Menguasai
Penataan Ruang; pemgoperasian
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Komputer;
Pelayanan Publik; 3. Memahami alur dan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun prosedur perizinan;

4. Memahami Peraturan
Perundang-undangan
yang berlaku mengenai
perizinan;

5. Berorientasi pelayanan
publik.

KETERKAITAN PERALATAN
1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.
PERINGATAN PENDATAAN
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan Waktu penyelsaian sesuai
pengaduan akan terhambat dan tidak sesuai dengan dengan jenis perizinan

peraturan perundang — undangan;
Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur
Pengaduan tidak akan berjalan.

berusaha yang dimohon,
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN IX KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON
NOMOR 000.8.3.3/009-PLPM/2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN
LANGSUNG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON TAHUN 2026
LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 000.8.3.3/009-PLPM/2026
STANDAR Revisi Ke- | 01
OPERASIONAL
Tanggal s
PROSEDUR Porndunibic 25 Mei 2026
' Tanggal :
| Efektif 01 Juli 2026
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU P&Tq%AS?}'{IAGN Halaman 1dari 2
SATU PINTU KOTA CIREBON
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

Soleh Mustofa S.Sos. ,;cfpmﬂdp‘sﬁyadi S.Sos., MM.

7~ Sekretaris Dinas Pit. Kepala Dinas

Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 22 Juni 2026
STATUS REVISI

No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh | Tanggal

01 Pembaruan alur proses, perubahan

nama jabatan dan acuan dasar hukum




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON
| Nomor 000.8.3.3/009-PLPM/2026
| Revisi Ke- -
Tanggal Efektif | 01 Juli 2026
Halaman 2 dari 2
Pit. Kepala D[gé?“.\ Modaman
Pelayata ﬁ
| o L
Disahkan Oleh

10.

a i

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023
tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Strukiur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Seria
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

DINAS PENANAMAN MODAL o
DAN PELAYANAN TERPADU | Nama SOP
SATU PINTU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 1. Sarjana (S1) atau sedergjat;

2. Menguasai perngoperasian
Komputer,

3. Memahami alur
prosedur perizinan;

4, Memahami Peraturan
Perundang-undangan yang
berlaku mengenai
perizinan;

5. Berorientasi
publik.

dan

pelayanan

KETERKAITAN

PERALATAN

EIARN

SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP Kota
Cirebon;

Pengaduan Tidak Langsung;

Tinjauan Lapangan;

Mediasi Pengaduan.

1. Perangkat Komputer,;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Fommat Laporan.

PERINGATAN

WAKTU DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan
pengaduan akan terhambat dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang — undangan,

Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur
Pengaduan tidak akan berjalan.

Waktu penyelsaian sesuai
dengan jenis perizinan
berusaha yang  dimohon,
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN X

NOMOR

TENTANG

TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON
: 000.8.3.3/010-PLPM/2026

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN

TIDAK LANGSUNG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 000.8.3.3/010-PLPM/2026
STANDAR Revisi Ke- | 01
OPERASIONAL
Tanggal 5
PROSEDUR Poasrbn i 25 Mei 2026

Tanggal t=

Efektif i 01 Jul 2026
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU | [ PENSROURR | Halaman | 1 dari 2
SATU PINTU KOTA CIREBON

PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh
= =
Soleh Mustofa S.Sos. _{“Icip-Suryadi S.50%., MM Icip Suryadi S.Sos., MM.
~ Sekretaris Dinas Pit. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 & 22 Juni 2026
STATUS REVISI
No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh Tanggal
01 Pembaruan alur proses, perumahan

nama jabatan dan acuan dasar hukum




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON

Nomor 000.8.3.3/010-PLPM/2026
| Revisi Ke- -

Tanggal Efektif | 01 Juli 2026

Halaman

Disahkan Olen 2
DINAS PENANAMAN MODAL e \‘_./%&3/,
DAN PELAYANAN TERPADU Nama SOP / PENGADU ANGSUNG
SATU PINTU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

10.

11:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023
tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Sarjana (S1) atau sederajat;
Menguasai perngoperasian
Komputer,
Memahami alur
prosedur perizinan;
4. Memahami Peraturan
Perundang-undangan yang
beriaku mengenai
perizinan;
5. Berorientasi
publik.

W -

dan

pelayanan

KETERKAITAN

PERALATAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP Kota
Cirebon;

Pengaduan Langsung;

Tinjauan Lapangan;

Mediasi Pengaduan.

1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.

PERINGATAN

WAKTU DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan
pengaduan akan terhambat dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang — undangan;

Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur
Pengaduan tidak akan berjalan.

Wakiu penyelsaian sesuai
dengan jenis perizinan
berusaha yang  dimohon,
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN XI

NOMOR
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

000.8.3.3/011-PLPM/2026

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINJAUAN
LAPANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 000.8.3.3/011-PLPM/2026
STANDAR Revisi Ke- | 01
OPERASIONAL j —
PROSEDUR Pembuatan | 22 Mei 2026
Tanggal :
Efektif i i
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU LADANGAN | Halaman |1 dari2
SATU PINTU KOTA CIREBON
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh
Soleh Mustofa S.Sos. - .S0%,, @M.’;"TEi'p Suryadi S.Sos., MM.
Sekretaris Dinas Pit. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 ]' 22 Juni 2026
STATUS REVISI
No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh Tanggal

01

Susunan jabatan yang terlibat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
~INAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

10.

11.

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023
tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Strukiur Organisasi, Tugas dan Fungsi Seria
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

KOTA CIREBON
| Nomor 000.8.3.3/011-PLPM/2026
| Revisi Ke- -
Tanggal Efektif | 01 Juli 2026
Halaman 2dari2 - j
Pit. Kepala DinasPe s ""m” aman n Modal dan
Pelayanap Jerpady Said Pink
Disahkan Oleh '
DINAS PENANAMAN MODAL 7= \¥ \2ruv =
DAN PELAYANAN TERPADU | Nama SOP TINJ ANGAN
SATU PINTU il
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 1. Sarjana (S1) atau sederajat;

2. Menguasai perngoperasian
Komputer,;

3. Memahami alur
prosedur perizinan;

4. Memahami Peraturan
Perundang-undangan yang
beriaku mengenai
perizinan;

5. Berorientasi
publik.

dan

pelayanan

KETERKAITAN

PERALATAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP Kota
Cirebon;

Pengaduan Langsung;

Pengaduan Tidak Langsung;

Mediasi Pengaduan.

1. Perangkat Komputer,;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.

PERINGATAN

WAKTU DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan
pengaduan akan terhambat dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang — undangan;

Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur
Pengaduan tidak akan berjalan.

Wakiu penyelsaian sesuai
dengan jenis perizinan
berusaha yang  dimohon,
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN XIi : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

NOMOR : 000.8.3.3/012-PLPM/2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI
PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 000.8.3.3/012-PLPM/2026 |
STANDAR Revisi Ke- | 01
OPERASIONAL
Tanggal B
PROSEDUR N 25 Mei 2026
Tanggal | :
Efektif 01 Juli 2026
DINAS PENANAMAN MODAL MEDIASI
DAN PELAYANAN TERPADU PENGADUAN Halaman | 1dari2
SATU PINTU KOTA CIREBON
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

Soleh Mustofa S.Sos. | Jeip Suryadi S:568., MM _|_lcip Suryadi S.Sos., MM.

A Sekretaris Dinas” | Pit. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 22 Juni 2026 |
STATUS REVISI
No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh Tanggal

01 Susunan jabatan yang terlibat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON
Nomor 000.8.3.3/012-PLPM/2026
Revisi Ke- =
Tanggal Efektif | 01 Juli 2026
Halaman 2dari 2 e
Pelayanan Terpadu SatuRintu
Disahkan Oleh oy €« \7
DINAS PENANAMAN MODAL =
DAN PELAYANAN TERPADU | Nama SOP
SATU PINTU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

10.

11

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023
tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Strukiur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

1. Sarjana (S1) atau sederajat;

2. Menguasai perngoperasian
Komputer,;

3. Memahami alur
prosedur perizinan;

4. Memahami Peraturan
Perundang-undangan yang
beriaku mengenai
perizinan;

5. Berorientasi
publik.

dan

pelayanan

KETERKAITAN

PERALATAN

@ N

SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP Kota
Cirebon;

Pengaduan Langsung;

Pengaduan Tidak Langsung;

Mediasi Pengaduan.

1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.

PERINGATAN

WAKTU DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan
pengaduan akan terhambat dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang — undangan,;

Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur
Pengaduan tidak akan berjalan.

Waktu penyelsaian sesuai
dengan jenis perizinan
berusaha yang  dimohon,
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN XliIT : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

NOMOR : 000.8.3.3/013-PLPM/2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN
PRAKTEK (SIP) DOKTER HEWAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 000.8.3.3/013-PLPM/2026
STANDAR Revisi Ke- | -
OPERASIONAL
Tanggal .
PROSEDUR Pambeatarn 01 Juli 2025
Tanggal
Efektif 01 Juli 2026
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU S'ZE‘?V';TNER Halaman | 1 dari 2
SATU PINTU KOTA CIREBON
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

Soleh Mustofa S.Sos. __“leip Suryadi S.Sos., MM Icip Suryadi S.Sos., MM.
’r

Sekretaris Dinas , Pit. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 ] 22 Juni 2026
STATUS REVISI

No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh | Tanggal




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON
Nomor 000.8.3.3/013-PLPM/2026
| Revisi Ke- -
| Tanggal Efektif | 01 Juli 2026
{ Halaman i

|
|

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU | Nama SOP
SATU PINTU
KUALIFIKASI
DASAR HUKUM | PELAKSANA
Undang-Undang Rl Nomor 41 Tahun 2014 tentang 1. Sarjana (S1) atau
Perubahan Atas Undang-Undang Rl Nomor 18 Tahun sederajat;
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2. Menguasai
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir pemgoperasian
dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2003 tentang Komputer;
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 3. Memahami alur dan
Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi prosedur perizinan;

Undang-Undang;

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 03 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Permendagri No.52 tentang Standar Operasional dan
Prosedur di Lingkungan Pemeririntah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cirebon Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cirebon.

4. Memahami Peraturan
Perundang-undangan
yang berlaku mengenai
perizinan;

5. Berorientasi pelayanan
publik.

KETERKAITAN

PERALATAN

1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.

PERINGATAN

WAKTU DAN
PENDATAAN

. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan
pengaduan akan terhambat dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang — undangan;

. Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur
Pengaduan tidak akan berjalan.

Wakiu penyelsaian sesuai
dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon,
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

NOMOR : 000.8.3.3/014-PLPM/2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN
PRAKTEK (SIP) TENAGA KESEHATAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

TAHUN 2026
LEMBAR PENGESAHAN
Nomor 000.8.3.3/014-PLPM/2026
STANDAR Revisi Ke- | 01
OPERASIONAL
Tanggal 5
PROSEDUR Pombricten 25 Mei 2026
Tanggal -
Efekf 01 Juli 2026
DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU | <P TEMASR | Halaman | 1 dari 2
SATU PINTU KOTA CIREBON
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

Soleh Mustofa S.Sos. _~~ICip Suryadi S.Sos., MM, Icip Suryadi S.Sos., MM.

Sekretaris Dinas Pit. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 22 Juni 2026
STATUS REVISI
No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh Tanggal

01 Perubahan Alur Proses




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON
Nomor 000.8.3.3/014-PLPMJ/2026
Revisi Ke- -
Tanggal Efektif | 01 Juli 2026
Halaman 2dan2
AR70A8 1055031003
DINAS PENANAMAN MODAL “~su IM (sii:-)
DAN PELAYANAN TERPADU | Nama SOP TE EHATAN
SATU PINTU S
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 1. Sarjana (S1) atau sederajat;
tentang Kesehatan; 2. Menguasai perngoperasian
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Komputer;
Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan 3. Memahami alur dan prosedur
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 perizinan;
Tentang Keperawatan; 4. Memahami Peraturan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Perundang-undangan yang
Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber berlaku mengenai perizinan;
Daya Manusia Kesehatan; 5. Berorientasi pelayanan publik.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cirebon
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Cirebon.
KETERKAITAN PERALATAN
1. Perangkat Komputer;
. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.
PERINGATAN WAKTU DAN PENDATAAN
. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Wakiu penyelsaian sesuai dengan
pelayanan pengaduan akan terhambat dan jenis perizinan berusaha yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang — dimohon, berdasarkan ketentuan
undangan; peraturan perundang-undangan.
. Apabila data tidak lengkap pelaksanaan
prosedur Pengaduan tidak akan berjalan.
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LAMPIRAN XV

TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NOMOR 000.8.3.3/015-PLPM/2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN
PENYELENGGARAAN KLINIK PEMERINTAH NON BLU/ NON BLUD PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON TAHUN 2026
LEMBAR PENGESAHAN
]
1 Nomor 000.8.3.3/015-PLPM/2026
i STANDAR | Revisi Ke- | -
|  OPERASIONAL
i Tanggal .
PROSEDUR  Pembustan 25 Mei 2026
| Tanggal
ks 01 Juli 2026
DINAS PENANAMAN MODAL Pg@g&?:g%mm
DAN PELAYANAN TERPADU |t SIS B | Hataman | 1 dari 2
SATU PINTU KOTA CIREBON
NON BLU/ NON BLUD
PENGESAHAN
Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh

|

Soleh Mustofa S.S0s. Acip Suryadi S.S0s., MM | Icip Suryadi S.Sos., MM.

Kepala Bidang Pelayanan

Sekretaris Dinas
Penanaman Modal dan

Pit. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pintu
22 Juni 2026 22 Juni 2026 22 Juni 2026
STATUS REVISI
No. Revisi Keterangan Revisi Disetujui Oleh Tanggal




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA CIREBON
Nomor 000.8.3.3/015-PLPM/2026
| Revisi Ke- =
| Tanggal Efektif | 01 Juli 2026
Halaman
Disahkan Oleh
DINAS PENANAMAN MODAL a0
DAN PELAYANAN TERPADU |\ <0 : AAN KLINK
SATU PINTU 41 NON BLU/ NON
BLUD
KUALIFIKASI
DASAR HUKUM PELAKSANA

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor: HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang
Standard Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia

1. Sarfjana (S1) atau
sederajat;

2. Menguasai

perngoperasian

Komputer;
3. Memahami alur dan
prosedur perizinan;

4. Memahami Peraturan

tanggal 31 Agustus 2023 Nomor: Perundang-undangan
HK.02.01/MENKES/2019/2023 tentang Perizinan yang beriaku mengenai
Laboratorium Kesehatan Daerah perizinan;
Provinsi/Kabupaten/Kota. 5. Berorientasi pelayanan
publik.
KETERKAITAN PERALATAN
1. Perangkat Komputer;
. Alat Tulis Kantor;
3. Format Laporan.
PERINGATAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan
pengaduan akan terhambat dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang — undangan;

Apabila data tidak lengkap pelaksanaan prosedur
Pengaduan tidak akan berjalan.

Waktu penyelsaian sesuai
dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon,
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
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